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BAB 1 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara  Republik  Indonesia  merupakan  negara agraris yang memiliki 

hasil bumi yang sangat melimpah dan  negara yang memiliki hasil laut yang  

beraneka ragam.  Sebagai negara agraris,  tanah  merupakan  faktor  yang  

penting bagi bangsa Indonesia, sejak  mereka lahir sampai mereka meninggal 

dunia, sehingga dapat dikatakan  sampai kapanpun  manusia  akan  terus  

berhubungan dengan tanah untuk susunan kehidupan rakyat bangsa  

Indonesia. Oleh karena itu, dalam Pembangunan Jangka Panjang peranan  

tanah bagi pemenuhan berbagai keperluan akan meningkat, baik sebagai  

tempat  bermukim  maupun  untuk  kegiatan usaha. Sehubungan dengan  itu  

akan  meningkat  pula  kebutuhan akan dukungan berupa  jaminan kepastian 

hukum di bidang pertanahan.  Pemberian jaminan kepastian  hukum  di 

bidang pertanahan, pertama-tama memerlukan  tersedianya perangkat  hukum  

yang tertulis,  lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai 

dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuannya. Selain  itu  dalam  menghadapi  

kasus-kasus  konkret diperlukan  juga  terselenggaranya  pendaftaran tanah 

yang memungkinkan bagi para pemegang hak atas tanah untuk dengan  

mudah  membuktikan haknya atas tanah yang dikuasainya, dan bagi para 

pihak yang berkepentingan, seperti  calon pembeli dan calon  kreditor, untuk  

memperoleh   keterangan  yang  diperlukan  mengenai  tanah  yang  menjadi 

obyek  perbuatan  hukum  yang  akan  dilakukan, serta  bagi  pemerintah 

untuk melaksanakan kebijaksanaan pertanahan. Pendaftaran tanah 
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untuk hak-hak itu ditujukan kepada pemegang hak agar menjadikan  

kepastian hukum bagi mereka, oleh karena pendaftaran atas peralihan, 

penghapusannya, dan  pembebanannya, demikian  pendaftaran  pertama kali 

ataupun pendaftaran karena konversi, ataupun pembebasannya akan banyak 

menimbulkan komplikasi  hukum  jika  tidak  didaftarkan padahal 

pendaftaran merupakan alat bukti yang kuat bagi pemegang haknya.
1
 

Sehubungan  dengan  kebijaksanaan  pertanahan  Pemerintah  Indonesia  telah 

melakukan  penyempurnaan  peraturan tentang pendaftaran tanah yang 

sampai saat ini menjadi dasar kegiatan pendaftaran tanah di seluruh 

Indonesia. Apabila dilihat pengalaman masa lalu cukup banyak sengketa 

tanah yang timbul sebagai akibat letak dan batas bidang-bidang tanah tidak 

benar, salah satunya mengenai masalah pengukuran dan pemetaan serta 

penyediaan peta berskala besar untuk keperluan penyelenggaraan pendaftaran 

tanah merupakan hal yang tidak boleh diabaikan dan merupakan bagian yang 

penting perlu mendapat perhatian yang serius dan seksama, bukan hanya 

dalam rangka pengumpulan data penguasaan tanah tetapi juga dalam 

penyajian data penguasaan atau/ pemilikan tanah dan penyimpanan data 

tersebut.
2
 

Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah terdapat dua kegiatan Pendaftaran 

Tanah, salah satunya yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali. 

Kegiatan pendaftaran tanah untuk  pertama kali dapat dilaksanakan melalui

                                                           
1
 A.P. Parlindungan, 1990, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, hlm. 17. 

2
 Penjelasan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, 

https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Peraturan-Pemerintah/peraturan-

pemerintah-nomor-24-tahun-1997-1081, diakses 24 Febuari 2020 
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pendaftaran tanah secara sistematik dan secara sporadik. Perbedaannya adalah 

pendaftaran tanah secara sistematik dilakukan secara massal, obyek yang 

didaftarkan seluruhnya dan didasarkan pada suatu rencana kerja sedangkan 

pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan  secara individual atau massal, 

obyek yang didaftarkan dapat satu atau beberapa obyek dan didasarkan atas 

permintaan pihak yang berkepentingan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA dan 

peraturan pelaksanaannya, mengamanatkan pemerintah untuk membuat suatu 

program atau kebijakan dalam meningkatkan pelayanan dibidang pertanahan, 

yaitu pengadaan sertipikat secara massal dan serentak di berbagai wilayah 

Indonesia melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau yang disingkat 

dengan (PTSL). Program ini merupakan salah satu agenda prioritas dari 

Presiden Indonesia yaitu Joko Widodo. Program yang disebut dengan Nawa 

Cita tersebut dimaksudkan agar seluruh masyarakat dapat memiliki sertipikat 

Hak Milik atas tanah dengan biaya murah dengan tujuan untuk memberikan 

jaminan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah. Dalam hal 

ini, pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap suksesnya 

pelaksanaan program pendaftaran tanah tersebut melalui sasaran langsung di 

daerah-daerah. Selain pemerintah, masyarakat juga memiliki tanggung jawab 

untuk membantu, misalkan dalam hal memenuhi persyaratan pendaftaran 

tanah agar tercapainya tujuan pokok dari pendaftaran tanah itu sendiri. 

Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar tentang arti 

pentingnya pemilikan surat tanda bukti pemilikan tanah yang disebut
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sertipikat dan proses penyelesaian pendaftaran tanah dapat secara 

efektif,efisien, dan cepat dapat dipertanggungjawabkan.  

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal  33 ayat (3) Undang-Undang 

Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai landasan utama pembangunan nasional 

dalam bidang pertanahan, agar terwujudnya bumi,air, serta kekayaan yang 

terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk 

kemakmuran rakyat. Oleh adanya Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, maka lahir 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria atau yang biasa disebut dengan UUPA. Salah satu tujuan 

dilahirkannya UUPA yaitu untuk memberikan kepastian hukum guna 

tercapainya kemakmuran rakyat. Kepastian hukum yang dimaksud adalah 

memberikan kepastian hukum mengenai pertanahan adalah kepastian 

mengenai subyek, objek dan  hak  atas  tanah  yang  dimana diperoleh  

melalui  pendaftaran  tanah. Dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA diatur 

Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik 

Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah, disisi lain masih banyak tanah wilayah Republik Indonesia yang 

belum dilakukan pendaftaran tanah ataupun merasakan program pemerintah 

yaitu PTSL. Hak atas tanah yang dimaskud dalam hal ini ialah  Hak Milik 

yang merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh  yang  dipunyai  

orang atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).  

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diatur 

mengenai pengertian Pendaftaran Tanah, yaitu rangkaian kegiatan secara 

 

 



 

5 
   

terus menerus, berkesinambungan dan teratur yang dilakukan oleh 

pemerintah, adapun  kegiatan  tersebut  meliputi pengumpulan,  pengolahan,  

pembukuan,  dan  penyajian  serta  pemeliharaan data  fisik  dan  data  

yuridis, dalam  bentuk  peta dan daftar,  mengenai bidang-bidang  tanah dan  

satuan-satuan  rumah  susun,  termasuk  pemberian sertipikat. Perbedaan  

antara  kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk pertama  kali  dengan  kegiatan  

pemeliharaan  data  Pendaftaran  Tanah  yaitu kegiatan  Pendaftaran  Tanah  

untuk  pertama  kali  belum  pernah  sama  sekali mendaftarkan bidang-

bidang tanahnya sedangkan kegiatan  pemeliharaan  data  pendaftaran  tanah  

sudah  pernah  dilakukan  pendaftaran tanah sebelumnya. Dalam Pasal 12 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

diatur mengenai kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan kegiatan 

pemeliharaan data pendaftaran yang meliputi beberapa hal, untuk kegiatan 

pendaftaran tanah pertama kali yang dapat dilaksanakan dengan PTSL secara 

khusus diatur dalam  Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 2018 mengatur adanya 13 tahapan pelaksanaan kegiatan PTSL. Dalam 

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia  Nomor  6 Tahun 2018 ditentukan 

mengenai tujuan diadakannya PTSL yaitu untuk mewujudkan pemberian 

kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat 

berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka 

serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan
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kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan 

mencegah sengketa dan konflik pertanahan. 

Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi 

Kalimantan Timur yang terdiri dari empat kabupaten. Pada Tahun 2017 PTSL 

diadakan pertama kalinya di Kabupaten Malinau dengan jumlah 3000 

sertipikat. Kabupaten Malinau terdiri dari 16 kecamatan. Pada tahun 2018 

PTSL mulai dilaksanakan kembali di empat kecamatan di Kabupaten Malinau 

salah satunya yaitu di Kecamatan Malinau Kota. Kecamatan Malinau Kota 

terdiri atas enam desa, PTSL diadakan kembali tahun 2018 dilaksanakan di 

tiga desa yaitu Desa Malinau Kota, Malinau Hulu, Desa Batu Lidung. Adanya 

program pemerintah berupa PTSL diharapkan akan memberikan kepastian 

dan perlindungan hukum atas tanah serta meningkatkan kehidupan pemilik 

tanah di Desa Malinau Kota. Harusnya pemilik tanah peserta PTSL tahun 

2018 sudah memiliki sertipikat Hak Milik  atas tanahnya akan tetapi sampai 

awal tahun 2021 masih ada pemilik tanah peserta PTSL tahun 2018 di Desa 

Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota yang belum memperoleh sertipikat 

Hak  Milik atas tanahnya.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dari 

penulisan ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran Hak Milik atas 

tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan Peraturan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 

Tahun 2018 di Kecamatan Malinau Kota,  Kabupaten Malinau, Kalimantan 

Utara?  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pelaksanaan pendaftaran Hak Milik atas tanah melalui 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan Peraturan Menteri Agraria 

dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di 

Kecamatan Malinau Kota,  Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua manfaat, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan 

ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pertanahan khususmya.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah 

khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Malinau; bagi masyarakat 

Kabupaten Malinau pada umumnya dan bagi pemilik tanah yang 

peserta program PTSL tahun 2018 di Kabupaten Malinau .  
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E. Keaslian Penelitian 

1. a. Judul Penelitian : Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Melalui 

Proyek Operasi Nasional Agraria Dalam 

Mewujudkan Kepastian Hukum Di 

Kabupaten Bantul. 

 b. Identitas   

     1) Nama : Britha Mahanani  Utami 

     2) Fakultas : Hukum 

     3) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta 

     4) Tahun : 2015 

 c. Rumusan Masalah 

 

 

 

d. Hasil Penelitian 

: 

 

 

 

: 

Apakah pendaftaran Hak Milik atas tanah 

melalui Proyek Operasi Nasional Agraria 

pada tahun 2010 di Kabupaten Bantul telah 

mewujudkan kepastian hukum? 

Bahwa seluruh responden (50 responden 

atau / 100%) yang telah mendaftarkan Hak 

Milik atas tanah melalui PRONA pada 

tahun 2010 telah mendapatkan sertipikat 

Hak Milik atas tanah. Dari seluruh 

responden tidak ada responden yang belum 

menerima sertipikat Hak Milik atas tanah 

sehingga wujud kepastian hukum telah 

terlaksana. Dengan kata lain bahwa pelaksa- 
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naan pendaftaran Hak Milik atas tanah 

melalui PRONA pada tahun 2010 di 

Kabupaten Bantul telah mewujudkan 

kepastian hukum karena seluruh responden 

(100%) telah menerima sertipikat Hak Milik 

atas tanah. Pada pelaksanaan pendaftaran 

Hak Milik atas tanah melalui PRONA tahun 

2010 di Kabupaten Bantul sebanyak 3.450 

bidang tanah telah terdaftar dan diterbitkan 

sertipikat.   

 

Perbedaan penelitian hukum di atas dengan penelitian  hukum yang diteliti 

terletak pada isi dari penelitian. Isi dari penelitian hukum di atas mengenai 

terwujudnya kepastian hukum pendaftaran Hak Milik atas tanah melalui 

Proyek Operasi Nasional (PRONA) Di Kabupaten Bantul pada tahun 2010 

serta lokasi penelitian hukum di atas dilaksanakan di Kabupaten Bantul dan 

isi dari penelitian penulis mengenai pelaksanaan pendaftaran Hak Milik atas 

tanah melalui sistematik lengkap Tahun 2018 di Kabupaten Malinau, 

Kalimantan Utara. 
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2. a. Judul Penelitian : Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara 

Sporadik Atas Tanah Hak Milik Yang 

Berasal Dari Tanah Adat Di Kabupaten 

Pasaman Barat 

 b. Identitas   

     1) Nama : Rio Handika 

     2) Fakultas : Hukum 

     3) Universitas : Andalas Padang 

     4) Tahun : 2017 

 c. Rumusan Masalah : 1) Bagaimana proses penerbitan alas hak 

atas tanah milik adat dalam Pendaftaran 

Tanah Secara Sporadik di Kabupaten 

Pasaman Barat? 

2) Bagaimana pelaksanaan dan kendala 

dalam Pendaftaran Tanah Secara Sporadik 

Terhadap Tanah Hak Milik di Kabupaten 

Pasaman Barat?  

3) Dan bagaimana perbedaan alas hak 

dalam Pendaftaran Tanah Hak Milik Secara 

Sporadik antara konversi atau pemindahan 

hak? 
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     d. Hasil Penelitian : Bahwa dalam  proses penerbitan alas 

hak atas tanah adat di Kabupaten 

Pasaman Barat sebenarnya cukup rumit 

mengingat prosedur yang harus dijalani 

merupakan prosedur yang tidak tertulis, 

sehingga banyak masyarakat yang 

merasa kebingungan dalam mengurus 

penerbitan alas hak sehingga waktu 

yang diperlukan cukup lama. Dalam 

pelaksanaan pendaftaran tanah di 

Kabupaten Pasaman Barat secara 

sporadik dapat disimpulkan bahwa pada 

prakteknya pelaksanaan pendaftaran 

tanah secara sporadik cenderung sulit, 

prosesnya dan jangka waktu 

penyelesaiannya lumayan lama, dan 

terkadang terkesan berbelit-belit serta 

adanya biaya yang ditanggung sendiri 

oleh pendaftar tanah dan kendala paling 

utama yang dihadapi oleh masyarakat 

dalam melakukan pendaftaran tanah 

pertama kali adalah penerbitan alas hak 

sebagai pegangan bagi masyarakat untuk  
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  pembuktian tentang  kepemilikan tanah 

yang didaftarkan, dan lamanya waktu 

yang dibutuhkan dalam proses 

pendaftaran tanah di Badan Pertanahan 

Nasional, serta adanya biaya yang harus 

dikeluarkan oleh masyarakat dalam hal 

penerbitan alas hak sebagai syarat 

dalam proses pelaksanaan pendaftaran 

tanah sehingga membuat keinginan 

masyarakat untuk melakukan 

pendaftaran tanah menjadi rendah. 

Perbedaan alas hak dalam pendaftaran 

tanah Hak Milik secara sporadik 

dengan konversi atau pemindahan hak 

terletak pada status alas haknya, dalam 

pendaftaran tanah secara sporadik alas 

hak yang digunakan adalah hak yang 

telah dinyatakan sah oleh pejabat 

berwenang atas hal ini, sedangkan 

dalam konversi alas hak yang 

digunakan adalah alas hak yang 

statusnya belum  mendapat pengesahan 

oleh pejabat yang berwenang, dan  
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  pengesahan tersebut baru akan 

diperoleh setelah tanah yang dimaksud 

dalam alas hak selesai dikonversi. 

Perbedaan penelitian hukum di atas dengan penelitian  hukum yang diteliti 

terletak pada isi dari penelitian. Isi dari penelitian hukum di atas mengenai 

proses penerbitan alas hak atas tanah milik adat dalam Pendaftaran Tanah 

Secara Sporadik di Kabupaten Pasaman Barat, serta perbedaan alas hak dalam 

pendaftaran tanah Hak Milik secara sporadik dengan konversi atau 

pemindahan hak dan isi dari penelitian penulis mengenai pelaksanaan 

pendaftaran Hak Milik atas tanah melalui sistematik lengkap Tahun 2018 di 

Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. 

3. a. Judul Penelitian : Pengukuran Dan Pemetaan Bidang tanah 

Hak Milik Dalam proses Pendaftaran Hak 

Milik Atas Tanah Untuk Memperoleh 

Kepastian Hukum Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Di Desa 

Lendola Kecamatan Teluk Mutiara, 

Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara 

Timur. 
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 b. Identitas   

     1) Nama : Budhy Bakthi Sosialisasi Yohanis 

     2) Fakultas : Hukum 

     3) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta 

     4) Tahun 

c. Rumusan Masalah 

: 

: 

2011 

Bagaimana pelaksanaan pengukuran dan 

pemetaan bidang tanah hak milik dalam 

pendaftaran hak milik atas tanah secara 

sporadik di Desa Lendola Kecamatan Teluk 

Mutiara, Kabupaten Alor Provinsi NTT? 

Dan apakah pengukuran dan pemetaan 

bidang tanah hak milik telah mewujudkan 

kepastian hukum di Desa Lendola 

Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor 

Provinsi NTT? 

 d. Hasil Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

: Bahwa pengukuran dan pemetaan bidang 

tanah hak milik dalam proses pendaftaran 

hak milik atas tanah secara sporadik di Desa 

Lendola Kecamatan Teluk Mutiara, 

Kabupaten Alor Provinsi NTT sudah sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997. Dari 44 responden telah 

memperoleh sertipikat sebagai hasil dari  
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   pelaksanaan penelitian hak milik atas tanah 

secara sporadik, 18 responden masih 

menunggu proses penerbitan sertipikat. 

Pengukuran dan pemetaan bidang tanah hak 

milik atas tanah secara sporadik di Desa 

Lendola Kecamatan Teluk mutiara 

Kabupaten Alor Provinsi NTT telah 

mewujudkan kepastian hukum karena 

sebagian besar responden (26 orang) telah 

memperoleh sertipikat.  

Perbedaan penelitian hukum di atas dengan penelitian  hukum yang diteliti 

terletak pada isi dari penelitian. Isi dari penelitian hukum di atas mengenai 

pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah hak milik dalam 

pendaftaran hak milik atas tanah secara sporadik di Desa Lendola Kecamatan 

Teluk Mutiara, Kabupaten Alor Provinsi NTT, serta Pengukuran dan 

pemetaan bidang tanah hak milik atas tanah secara sporadik di Desa Lendola 

Kecamatan Teluk mutiara Kabupaten Alor Provinsi NTT telah mewujudkan 

kepastian hukum dan isi dari penelitian penulis mengenai pelaksanaan 

pendaftaran Hak Milik atas tanah melalui sistematik lengkap Tahun 2018 di 

Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. 
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F. Batasan Konsep  

1. Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat 

dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 

UUPA yaitu semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial (Pasal 20 ayat (1) 

UUPA).  

2. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi 

pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian, serta pemeliharaan 

data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-

bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda 

bukti haknya bagi bidang-bidang  tanah yang sudah ada haknya dan hak 

milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya 

(Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah ). Pengertian pendaftaran tanah menurut Budi Harsono 

adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh negara atau 

pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan 

keterangan atau data tertentu yang ada di wilayah tertentu, pengelohan, 

penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka 

memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan, termasuk 

penerbitan tanda bukti pemeliharaannya.
3
 

                                                           
3
 Boedi Harsono, 2005 , Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok 

Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, hlm. 72. 
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3. Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) adalah kegiatan 

Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi 

semua objek pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia 

dalam wilayah desa kelurahan atau nama lainnya setingkat dengan itu, 

yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau 

beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya (Pasal 1 

angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). 

G. Metode Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris 

adalah jenis penelitian yang berfokus pada  data yang utama dan didukung  

oleh data sekunder. 

b. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data 

primer dan data sekunder . 

a. Data primer adalah data yang diperoleh dari gejala hukum yang harus 

murni empiris yaitu fakta sosial. Data penelitian hukum ini diperoleh 

dari lokasi penelitian, populasi, sampling, responden dan wawancara 

yang melakukan Pendaftaran Tanah Hak Milik melalui tahap 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Malinau. 
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b. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum 

yang diperoleh dari norma hukum positif berupa: 

1) Pasal  33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan 

utama pembangunan nasional dalam bidang pertanahan; 

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria Pasal 19 ayat (1) perihal Pendaftaran Tanah, 

dan Pasal 20 sampai dengan Pasal 27  perihal Hak Milik; 

3) Peraturan Pemerintah Nomor  24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah; 

4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah; 

5) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia  Nomor  6 Tahun 2018 

tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari 

buku, jurnal, internet terkait dengan pelaksanaan pendaftaran hak milik 

atas tanah secara sistematik lengkap di Kabupaten Malinau, Kalimantan 

Utara. 
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c. Cara Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yaitu melalui kuesioner, wawancara, dan 

studi kepustakaan: 

a. Kuesioner yang artinya adalah responden menjawab semua pertanyaan 

yang dibuat dalam bentuk kuesioner atau lembaran kertas. 

b. Wawancara, yaitu dengan memberikan pertanyaan secara lisan dan 

langsung kepada narasumber. Wawancara dilakukan berdasarkan 

pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti. Daftar pertanyaan yang 

telah disiapkan peneliti adalah pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka 

adalah pertanyaan yang didapatkan langsung dari pengetahuan 

narasumber, tanpa diarahkan oleh peneliti sehingga bersifat obyektif. 

c. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan 

untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan 

cara memahami buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum 

dan non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.  

d. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau 

Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi 

Kalimantan Utara terdiri dari empat kabupaten. Dari empat kabupaten 

diambil satu kabupaten secara purposive sampling karena PTSL tahun 

2018 hanya dilakukan di Kabupaten Malinau. Kabupaten Malinau terdiri 

dari 16 kecamatan. Dari 16 kecamatan diambil empat kecamatan secara 
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purposive sampling. Dari 16 kecamatan tersebut hanya empat kecamatan 

yang diladakan kegiatan PTSL 2018 di Kabuapten Malinau sehingga dari 

empat kecamatan tersebut diambil satu secara random sampling yaitu 

Kecamatan Malinau Kota. Kecamatan Malinau Kota terdiri dari enam 

desa, tetapi kegiatan PTSL 2018 di Kecamatan Malinau Kota hanya 

diadakan di tiga desa yaitu Desa Malinau Kota, Desa Batu Lidung, dan 

Desa Malinau Hulu. Dari tiga desa tersebut diambil satu secara random 

sampling yaitu Desa Malinau Kota. Desa Malinau Kota terdiri dari 20 RT. 

Dari 20 RT tersebut diambil tiga RT secara purposive sampling yaitu RT 

04, RT 07, RT 09. 

e. Populasi dan Sampel 

a. Populasi adalah keseluruhan yang menjadi obyek atau himpunan obyek 

dengan ciri yang sama.
4
 Populasi dalam PTSL ini adalah pemilik tanah 

non pertanian dan yang mengikuti PTSL tahun 2018 di Desa Malinau 

Kota, RT 04 (8 orang), RT 07 (8 orang), dan RT 09 (18 orang). Jadi, 

populasi dalam penelitian ini berjumlah 34 orang. 

b. Sampel adalah bagian dari populasi. Dalam penelitian ini penulis 

mengambil sampel sebesar 50% dari populasi secara random. 

                                                           
4
 Sunggono Bambang, 1997, Metodelogi Penelitian Hukum, Raja Grafindu Prenada, Jakarta, hlm. 

118. 
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f. Responden dan Narasumber 

a. Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah pemilik tanah di RT 04, 

RT 07, dan RT 09 yang melakukan pendaftaran Hak Milik melalui 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2018 di RT 

04, RT 07, RT 09, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota,  

Kabupaten Malinau yang berjumlah 17 orang yaitu, 4 orang dari RT 

04, 4 orang dari RT 07, 9 orang dari RT 09. 

b. Narasumber 

Narasumber dalam penelitian ini : 

1) Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten 

Malinau (Bapak Ardiyan Samsi); 

2) Kepala Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota (Bapak 

Sofian); 

3) Ketua RT 04 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota          

(Bapak M. Syahid); 

4) Ketua RT 07 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota              

(Bapak Syukhri); 

5) Ketua RT 09 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota              

(Bapak Sudirman). 

7. Analisis Data 

 Metode yang dipergunakan dalam menganalisis data yang diperoleh 

dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode
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analisis kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis 

atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sesuatu yang 

utuh. 
5
 Dalam menarik kesimpulan dilakukan dengan menggunakan 

metode berpikir induktif yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat 

khusus ke hal-hal yang bersifat umum. 
6
 

                                                           
5
 Ibid, hlm 32. 

 
6
 Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 11. 
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H. Sistematika Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, 

Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi. 

BAB II : PEMBAHASAN 

Bab ini berisi Tinjauan tentang Hak Milik, Tinjauan tentang 

Pendaftaran Tanah dan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis 

Lengkap (PTSL) berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Nomor 6 Tahun 2018, dan hasil penelitian. 

BAB III : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

 

 

 


